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ABSTRAK

Sebagai lembaga intermediary, bank syariah akan selalu berhadapan dengan
berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada
kegiatan usahanya. Pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes terdapat
program paket masa depan (PMD) yaitu pembiayaan yang ditujukan khusus
kepada perempuan pra-/cukup sejahtera, dilakukan hanya berdasarkan akad
wakalah wal murabahah. Dalam proses pembiayaan tersebut, bank melakukan
penggabungan dua akad antara wakalah dan murabahah sehingga barang yang
menjadi objek pembiayaan belum dimiliki oleh pihak bank saat terjadinya akad.
Selain itu, pemberian pembiayaan tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah yang
telah memiliki usaha akan tetapi juga dapat diberikan kepada nasabah yang belum
memiliki usaha. Karena tidak selektifnya pihak bank dalam penyaluran dana
pembiayaan sehingga mengakibatkan suatu risiko gagal bayar ataupun
pembiayaan macet yang disebabkan oleh keterlambatan nasabah dalam
mengangsur pinjaman pembiayaan ataupun ketidakmampuan nasabah untuk
menyelesaikan pinjaman pembiayaan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini
adalah: bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap akad wakalah wal
murdbahah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dan apakah
penanganan terhadap pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah di Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes telah sesuai dengan PBI No:
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS
sebagaimana diubah PBI No: 13/09/PBI1/20117?

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dengan
pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganilisis permasalahan yang
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data
sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Analisis yang
digunakan adal ah secara kualitatif sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian ini adalah menerangkan faktor-faktor yang menjadi
penyebab terjadinya pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes yaitu tidak sahnya akad pembiayaan
karena adanya pengabungan 2 (dua) akad dalam satu kontrak sehingga objek
pembiayaan belum dimiliki bank, tidak diperlukannya tanggung renteng oleh
anggota sentra karena tidak timbul dalam akad, tidak dilaksanakannya akad yang
sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan wakalah wal murabahah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Sedangkan proses penanganan
pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8
februari 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah.

Kata kunci: wakalah wal murabahah, pembiayaan bermasal ah, restrukturisasi pembiayaan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal
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< ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

opkiaze  ditulis muta’aqqidin
dde ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Biladimatikan ditulish
ia ditulis hibah
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(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan
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D. Vokal Pendek
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dengan Apostrof
r—"'ﬁ ditulis aantum
sl ditulis uidat
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. Kata Sandang Alif + Lam

1. Biladiikuti Huruf Qamariyah
ol ditulis al-Quran
L ditulis a-Qiyas
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam
kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas
perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu
pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank
syariah yang lebih sesuai cetak biru perbankan syariah. Begitu juga lembaga
keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Moda dan Lembaga Keuangan
(Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank

seperti asuransi dan pasar modal syariah.*

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa
disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adaah lembaga keuangan/perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada a-Qur’an dan Hadis
Nabi saw. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.?

'Amir Machmud, Bank syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia, (Jakarta:
Erlangga, 2010), him. 3.

“Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rgjawali, 2014), him. 2.



Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia
adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BM1), kemudian baru menyusul bank-bank
lain yang membuka jendela syariah (Isamic Window) dalam menjalankan
kegiatan usahanya. Melalui Islamic Window ini, banyak bank-bank konvensional
dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui
produk-produk yang bebas dari unsur riba (usury), Gharar (uncertainty), dan
maysyir (speculative) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah
(UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensiona yang

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.?

Beberapa kegiatan investasi yang dapat dikembangkan dari perbankan
syariah adaah menumbuhkan kegiatan produksi masal berskala kecil dan
menengah, khususnya di sektor argo industri melalui skema pembiayaan lunak
seperti kemitraan (mudharabah dan musyarakah). Adanya bank syariah
diharapkan dapat mendukung strategi pengembangan ekonomi regional,
memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan
bank konvensional, dan memfasilitasi distribus utilitas barang modal untuk
kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (ijarah). Sementara itu dalam

kegiatan komersial, perbankan syariah dapat mengambil posisi dalam kegiatan:

1. mendukung pengadaan faktor-faktor produks;

2. mendukung perdagangan antar daerah dan ekspor;

3Abdul Ghofur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2009), him. 31.



3. mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat.*

Selain fungs dan tujuan perbankan syariah dan konvensional yang pada
dasarnya sama, begitu juga dengan kegiatan usaha bank syariah pada dasarnya
juga sama dengan bank konvensional, yaitu meliputi bidang pengumpulan dana
(liabilities), penyaluran dana (asset) berupa pembiayaan, dan jasa-jasa perbankan
lainnya (services). Namun, jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank
syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang dapat diberikan oleh bank

konvensional .’

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan
bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.
Ha yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank
konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam
kerangka jual beli atau sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses

investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham.®

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi
dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Seringkali
nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila
hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila

perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hinggga yaumil giyamah nanti.

“Amir Machmud, Bank syariah, him. 7.

*Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedika Pustaka Utama, 2012),
him. 34.

®Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), him. 2.



Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi,

maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad.’

Kinerja sebuah perusahaan adalah suatu ukuran yang menggambarkan
kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat menentukan bagi
preferens masyarakat baik stake holder maupun bond holder untuk melakukan
investasi sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan. Dalam menilai kinerja
perusahaan banyak indikator yang digunakan, di antaranya financial statement
baik berupa neraca yang menunjukkan posisi finansia perusahaan pada saat
tertentu, maupun laporan laba rugi yang merupakan laporan operasi perusahaan
selama periode tertentu. Disamping itu, kinerja juga dapat diukur dengan rasio
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (liquidity ratio), rasio keuntungan

(profitability ratio), dan ownership ratio.?

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan
eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank
syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat
kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam
konteks perbankan merupakan suatu kegiatan potensial, baik yang dapat

diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated)

"Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2003), him. 29.

8Muhammad, Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,
(Yogyakarta: Graha lImu, 2005), him. 81.



yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko

tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.’

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adaah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncakan.®

Daam Pasal 36 UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
menyatakan bahwa Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan
usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak
merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang
mempercayakan dananya. Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang
perbankan Syariah Pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa Bank Syariah dan UUS

dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berbagal risiko yang terdapat dalam bank syariah dapat terjadi dengan
berbagai macam sebab, salah satunya yaitu pada sektor penyaluran dana berupa
pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Pada Bank BTPN Syariah
cabang Tonjong Brebes juga terdapat permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu

pada akad pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah penerima pembiayaan.

°Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers,
2007), him. 255.

M uhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakartaz UPP AMP YKPN,
2005), him. 17.



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank BTPN Syariah
cabang Tonjong Brebes didapatkan bahwa pada bank tersebut terdapat program
yang dilaksanakan yaitu program*“Paket Masa Depan (PMD)”. Program paket
masa depan (PMD) adalah Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan
pra-/cukup segjahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah
wal murabahah). Paket masa depan (PMD) memiliki fokus pada pembangunan
karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu berani berusaha, disiplin,

kerjakeras, dan saling bantu.™*

Pada program Paket Masa Depan (PMD) Bank BTPN Syariah cabang
Tonjong Brebes dalam menerapkan pembiayaan menggunakan akad wakalah wal
murabahah. Dalam proses pembiayaannya pihak bank menawarkan kepada
nasabah yang dibina oleh petugas bank untuk melakukan pembiayaan melaui
program paket masa depan (PMD) untuk mendukung usahanya. Dalam prosesnya,
nasabah yang akan mengaukan pembiayaan kepada bank untuk melakukan
sebuah usaha atau kegiatan akan disurvey dan dianalisis kelayakan usahanya oleh
pihak bank, setelah melalui proses seleksi dan anadlisis oleh pihak bank yang
dilihat dari berbagai sudut maka selanjutnya terjadi pembiayaan dari pihak bank

kepada nasabah.

Pada program “Paket Masa Depan (PMD)”, nasabah terdiri dari beberapa
kelompok yang di setiap kelompok memiliki grup dengan anggota masing-masing

grup adalah 5 orang. Pembiayaan yang dilakukan pertama kali oleh nasabah

** Diambil dari laporan tahunan Bank Tabungan pensiunan Nasional tahun 2015, him. 77.



dimulai dari Rp 1.500.000- Rp 3.000.000 dengan pembayaran cicilan setiap dua
minggu. Apabila nasabah dianggap dapat dipercaya pada pembiayaan pertama
tersebut, maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan nominal yang lebih

tinggi.

Akad pembiayaan wakalah wal murabahah tersebut memiliki nominal yang
berbeda-beda tergantung jenis usaha dan lamanya keanggotaan pihak nasabah.
Pada nasabah tahun pertama atau pembiayaan awa maka jumlah pembiayaan
yang diberikan berkisar antara Rp 1.500.000 — Rp 3.000.000, selanjutnya bagi
nasabah lanjutan dapat mengambil pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar

sampai dengan 100% dari pembiayaan awal.

Dalam mempraktikkan akad pembiayaan wakalah wal murabahah, pihak
bank tidak memisahkan waktu ijab-gabul antara akad wakalah dan akad
murabahah. Nasabah sebagai penerima pembiayaan akan diberikan dana oleh
bank untuk melakukan pembelian barang sendiri sebagai wakil dari bank. Margin
pada pembiayaan murabahah telah ditentukan oleh pihak bank pada saat akad
dilaksanakan yaitu sebesar 30% dari besarnya pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah. Dengan adanya penggabungan antara akad wakalah dan akan
murabahah sehingga barang yang menjadi objek pembiayaan belum dimiliki oleh
pihak bank. Pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank tidak hanya
diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki uaha, akan tetapi nasabah yang

belum memiliki usaha juga dapat mengajukan pembiayaan.



Karena kurang selektifnya pihak bank dalam ha pemberian pembiayaan
bagi nasabah maka hal tersebut menyebabkan timbulnya risiko yang disebabkan
oleh pihak nasabah yang tidak mampu mengelola usahanya dengan baik.
Mengakibatkan terjadinya usaha bangkrut atau tidak berkembangnya usaha
nasabah pembiayaan. Sehingga nasabah tidak mampu melakukan kewajibannya
untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan atau mengalami keterlambatan
dalam mengangsur pinjamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.
Akibatnya, muncul pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang

Tonjong Brebes.

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan acuan yang menjadi dasar
dari penditian ini. Mengingat bahwa penggabungan akad masih menjadi
problematika yang serius dikalangan para ulama. Selanjutnya karena dengan
pemberian pembiayaan tidak hanya pada nasabah yang telah memiki usaha akan
tetapi juga daoat diberikan pada nasabah yang belum memiliki usaha maka,
timbul pembiayaan bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong

Brebes.

Hal tersebut menjadi dasar dalam menelaah serta mengkaji mengenai
Penanganan Pembiayaan Wakalah wal Murabahah bermasalah pada Bank BTPN
Syariah cabang Tonjong Brebes. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai
keabsahan dua akad yang digabung menjadi satu, serta permasalahan yang timbul
akibat dari penyaluran dana pembiayaan tersebut yaitu berupa pembiayaan

bermasal ah.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap akad wakalah wal
murabahah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes ?

2. Apakah penanganan terhadap pembiayaan wakalah wal murabahah
bermasalah di Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes telah sesuai
dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi
BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PB1/20117?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad wakalah
wal murabahah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes

b. Menganalisis kesesuaian proses penanganan pembiayaan wakalah wal
murabahah bermasalah pada Bank BTPN Syariah cabang Tonjong
Brebes dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisas
Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana diubah PBI No
13/09/PBI/2011

2. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di antaranya:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi ilmu pengetahuan, dan dapat dijadikan rujukan oleh

peneliti selanjutnya yang berfokus pada kajian yang seragam.
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b. Sedangkan secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
menjadi pedoman bagi pihak Bank maupun nasabah dalam melaksanakan
pembiayaan wakalah wal murabahah.

D. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka atau literature review adalah bahan yang tertulis berupa
buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka
membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik
tersebut yang sebelumnya dibangun dan di andisis oleh para ilmuan

sebelumnya.*?

Penelitian oleh Qi Mangku Bahjatulloh, Lc, yang dalam penelitian tersebut
membahas tentang konsep murabahah dalam kajian figh dan aplikasinya di
perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara
rinci tentang konsep murabahah dalam kajian figh dan realitas aplikasi murabahah
dalam perbankan syariah. Kaidah-kaidah figh dalam penelitian ini digunakan
sebagal acuan untuk menentukan keabsahan konsep murabahah di perbankan

sayariah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam pendlitian ini, bahwa dalam
penetapan harga jual pembiayaan murabahah yang dinilai lebih tinggi

dibandingkan dengan harga jual bank konvensional yang berbasis bunga karena

2Raco j.R, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta:
Grasindo, 2010), him. 104.

Qi Mangku Bahjatulloh, Lc, “Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Figh dan Perbankan
Syariah”, Tesis, Pascasarjana UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak diterbitkan.
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dalam praktiknya, pengambilan margin yang lebih tinggi dianggap mampu
mengantisipasi naiknya suku bunga atau inflasi. Sehingga jika suku bunga naik
maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, namun jika suku bunga
stabil atau turun, maka margin murabahah akan lebih besar dibanding bank
konvensional. Dengan margin yang lebih tinggi secara tidak langsung akan
menyebabkan inflasi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku

bunga.**

Selanjutnya penelitian oleh Edendi yang mengungkapkan mengenai
pelaksanaan akad murabahah bil wakalah yang melebur menjadi hukum satu
akad. Penelitian ini ditinjau dari yuridis normatif tentang keabsahan

penggabungan akad-akad tersebut.™

Dari pendlitian tersebut mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan
akad murabahah bil wakalah dalam satu klausul akad di BMT Khonsa Cilacap
belum sesuai dengan prinsip dan karakteristik akad murabahah bil wakalah dalam
teori akad dan ketentuan Fatwa Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
yang diwakilkan. Sedangkan dari penggabungan akad tersebut berakibat pada
ketidak jelasan dan ketidak pastian akad yang dapat menyebabkan jatuh pada

transaks yang gharar dan ribawi, sehingga untuk menghindari akibat

“Ibid.

*Edendi, Tinjauan Y uridis-Normatif terhadapa pelaksanaan Akad Murabahah bil Wakalah
di BMT Khonsa Cilacap (Perspektif Akad dalam Figih Muamalah), Tesis, Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2013, tidak di terbitkan.
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penggabungan akad murabahah bil wakalah tersebut, maka pelaksanaan akad

murabahah bil wakalah harus dilebur menjadi akad yang berdiri sendiri.*

Selanjutnya penelitian oleh Marwini yang membahas mengenai pembiayaan
KPR pada BTN Syariah yang didominasi oleh akad murabahah yang mencapai
95% lebih. Penelitian tersebut bersifat evaluatif yaitu penelitian desktiptif untuk
mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis
aplikas pembiayaan KPR dan metode penentuan margin keuntungan

murabahah.’

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah, mekanisme dalam proses
pembiayaan murabahah KPR BTN Syariah cabang Yogyakarta adalah sesuai
dengan prinsip dan karakteristik akad murabahah. Sedangkan komponen-
komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat margin keuntungan
murabahah pembiayaan KPR BTN Syariah tersebut menggunakan komponen-
komponen yang digunakan untuk menghitung bunga kredit yang ada dalam bank
konvensional dengan prinsip bungan yang di hukumi riba (haram) dalam hukum

Idam.*®

Selanjutnya penelitian oleh Abdul Karim Mustofa, yang membahas

mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi korban erupsi gunung

1| bid.

YMarwini, Analisis Aplikas Pembiayaan Murabahah KPR Bank Tabungan Negara (BTN)
Syariah Cabang Yogyakarta, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, tidak
diterbitkan.

B pid.
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merapi. Penelitian tersebut bersifat deskriptif analitik, objek penelitian tersebut

adalah pada BPRS Forum Masyarakat Ekonomi Sleman (FORMES).™

Hasil pendlitian tersebut adaah bahwa BPRS FORMES mempunyai
nasabah pembiayaan sebesar 346 nasabah, 45 nasabah diantaranya mengalami
pembiayaan bermasalah dan di antara 28 nasabah pembiayaan bermasalahnya
merupakan korban erupsi gunung merapi. Langkah penyelesaian yang ditempuh
BPRS FORMES Sleman berkaitan dengan kasus ini adalah dengan social
approach dan legal approach, melalui tiga cara yaitu penjadwalan kembali
(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali
(restructuring). Selanjutnya, berdasarkan tinjauan yuridis prosedur penanganan
pembiayaan bermasalah akibat erupsi gunung merapi yang dilakukan BPRS
FORMES sudah sesuai dengan hukum perbankan syariah di Indonesia yakni UU

perbankan syariah. PBI, dan Fatwa DSN MUI.%

Dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang menyinggung mengenai
permasalahan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya
pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah, kesesuaian proses penanganan
pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah pada Bank BTPN Syariah
dengan PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS

dan UUS sebagaimana diubah PBI No 13/09/PBI/2011, dan dampak dari

M. Abdul Karim Mustofa, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah bagi Korban Erupsi
Gunung Merapi Perspektif Hukum Perbankan Syariah: studi kasus pada BPR syariah forum
masyarakat ekonomi Sleman Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2012, tidak
diterbitkan.

D bid.
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pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah yang terjadi pada Bank BTPN
Syariah. Sehingga, permasalahan ini belum ada yang menelitinya dan layak untuk

diteliti.
E. Kerangka Teoritik

Berdasarkan Islam, akad terdiri dari beberapa tipe dengan memperhatikan
dalam hal perbedaan pandangannya, yaitu sahih ((benar), secaralega gairu sahih
(tidak benar), batil (tidak penting), dan fasad (rusak). Akad yang sah adalah yang
dibenarkan dalam Islam yang memiliki unsur-unsur dan karakteristik yang benar
dan bebas dari kekuranan dan tidak terdiri dari bagian yang dilarang dalam

Idam.?

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank
wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia
Ha tersebut telah diatur dalam PBI No: 7/46/PBI/2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum
yang mengikat serta memberikan hak dan menimbulkan kewajiban kepada para
pihak yang membuatnya. Karena itu, akad yang dibuat secara sah harus

memenuhi syarat dan rukun.?

*! Veitzal Rivai dkk, ISamic Ttransaction Law in Business dari Teori ke Praktik, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), him. 38.

*? Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2012), him. 131.
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Pada pasa 2 PBI 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan
Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah menerangkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank
wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank
Indonesiaini.

2. Daam Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis
transaksi syariah yang digunakan.

3. Transaks syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang haram
dan maksiat.”®

Lebih lanjut fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV72000 tentang

murabahah telah menegaskan mengenai prosedur pembiayaan murabahah yang
harus dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah penerima pembiayaan. Dalam
fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum murabahah dalam Bank

Syari’ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang

telah disepakati kualifikasinya.

2 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang
Melaksanakan K egiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.



16

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas hama bank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik bank.*

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain
melalui  penjadwalan  kembali  (rescheduling), persyaratan  kembali
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Bank Umum Syariah

(BUS) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang

** Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
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mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek

usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.?

Restrukturisasi  terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip

syariah dilakukan antaralain:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan jadwal pembayaran
kewagjiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan
atas pembiayaan mudarabah yang memenuhi kualitas lancar dan telah
jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan
kemampuan bayar.

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau
seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban
nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

a. Perubahan jadwa pembayaran;
b. Perubahan jumlah angsuran;
c. Perubahan jangka waktu;
d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakabh;
e. Perubahan proyeks bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah atau
musyar akah; dan/atau
f. Pemberian potongan.
3. penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan

pembiayaan yang antaralain meliputi:

#\Wangsawidjgja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedika Pustaka Utama, 2012),
him. 447.
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a. Penambahan danafasilitas pembiayaan BUS dan UUS;

b. Konvers akad pembayaran;

c. Konverss akad pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah
Berjangka Waktu Menengah;

d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada
perusahaan nasbah yang dapat disertai dengan rescheduling atau

reconditioning.?

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan

UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tangga 25 september
2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.
13/9/PBI/2011 tanggal 8 februari 2011;

2. Surat Edaran Bank Indoneisa No. 10/34/DPbs tanggal 22 oktober 2008
perihal restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syriah dan Unit
Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbs

tanggal 30 mei 2011.%"

2 bid., him. 448-449.

2| bid., him. 447-448.
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F. Metode pendlitian

1. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap Bank BTPN Syariah Cabang

Tonjong Brebes dengan intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris yaitu terdiri
dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau das sollen,
karena dalam membahas permasalahn penelitian ini menggunakan bahan-bahan
hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis atau baik bahan hukum primer atau
sekunder), dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai
kenyataan sosial, kultural atau das sesin, karena dalam penelitian ini digunakan
data primer yang diperoleh dari lapangan.”®

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan
hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di
lapangan.

3. Lokas pendlitian

Lokas penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan pada

28htt|os:// id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Y uridis-Empiris,
diakses pada 17/02/2017.
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Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes yaitu merupakan kantor MMS
(Mobile Marketing Syariah) dari Bank BTPN Syariah Cabang Brebes yang

terletak di Kecamatan Tonjong Brebes Jawa-Tengah.
4. Metode pengumpulan data

Jenis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primen dan
juga data sekunder. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui observas,

wawancara, dan juga dokumentasi.

a Observas

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses
observas dimulai dengan mengidentifikas tempat yang hendak diteliti.
Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat
pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran
penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi sigpa yang akan
diobservasi, kapan, berapalama, dan bagaimana.®®

Dalam pendlitian ini, observasi dilakukan pada Bank BTPN Syariah
Cabang Tonjong Brebes. Waktu yang diperlukan dalam observas
penelitian dimulai dari sebelum penelitian dilakukan yaitu dengan
mengetahui sedikit pengetahuan mengenai Bank BTPN Syariah tersebut
sampai dengan penelitian ini dianggap telah cukup.

b. Wawancara

Pbid., him 112.
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Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab
yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada penelitian atau
dengan percakapan terarah yang dilakuakan oleh dua belah pihak.*
Dalam pendlitian ini wawancara dilakukan terhadap manajer, dan
funding officer pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.
Model wawancara yang digunakan adalah face to face yaitu dengan
bertemu dan wawancara langsung. Sehingga memungkinkan untuk
didapatkannya data yang relevan dan tidak terdapat pemalsuan data
dalam pendlitian ini.
c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang
relevan terhadap penelitian ini, sehingga dapat memperkuat data yang
telah didapat. Adapun dokumen-dokumen tersebut di peroleh langsung
dari pihak Bank BTPN Syariah dan juga di peroleh melaui akses website

Bank BTPN Syariah.

Selain pengumpulan data primer juga terdapat data sekunder. Data ini untuk
menambah data primer yang telah di perolen dan juga untuk melengkapi
informasi yang didapat dari Bank BTPN Syariah cabang Tonjong Brebes.
Sehingga di peroleh data yang akurat dan valid untuk menghasilkan analisis yang

baik dan ilmiah.

5. Metode analisis data

%|_exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
him. 28.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sgjak sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam
penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan

bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul. Data
tersebut merupakan data yang diperolen melalui observasi, dokumentasi dan
wawancara. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianadlisis secara kualitatif

sesuai dengan pokok masalah yaitu dengan cara:

a Menila dari segi kesesuaian pelaksanaan pembiayaan wakalah wal
murabahah dengan Hukum Islam;

b. Menilai dari segi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes; dan

G. Sistematika pembahasan

Daam menyusun tesis ini, akan di bahas dan di uralkan mengenai
permasalahan yang ada di dalamnya dan membagi menjadi bab-bab dan juga sub
bab-sub bab, untuk menjelaskan permasalahan dengan baik dan benar sehingga
dapat menjadi rujukan dalam suatu permasalahan. Adapun yang dimaksud dalam

bab dan sub bab tersebut yaitu :

Bab | yaitu pendahuluan yang pada bab ini diuralkan mengenai latar

belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen serta aasan-alasan

#5ugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2011), him. 245.
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peneliti mengapa penelitian dengan judul tersebut perlu untuk diteliti. Selanjutnya
yaitu rumusan masalah, yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari
jawabannya melaui penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya
mengenai kajian pustaka, kerangka teori, metode penelian dan sistematika

pembahasan.

Bab Il yaitu tinjauan umum penanganan pembiayaan wakalah wal
murabahah bermasalah. Yaitu menerangkan tentang pembiayaan dengan akad
wakalah dan murabahah, serta menerangkan apakah yang dimaksud dengan
pembiayaan bermasalah dan juga membahas mengenai model penanganan

pembiayaan bermasal ah tersebut.

Bab Il yaitu gambaran umum pembiayaan wakalah wal murabahah di
Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Y ang mencakup tentang gambaran
umum Bank, serta menerangkan pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah
pada Bank BTPN syariah Cabang Tonjong Brebes. Serta membahas mengenai
proses penanganan pembiayaan yang ada pada Bank BTPN Syariah Cabang

Tonjong Brebes.

Bab IV yaitu analisis yuridis mengenai penanganan pembiayaan wakalah
wal murabahah bermasalah di Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes.
Dalam bab ini analisis dilakukan dari segi pelaksanaan pembiayaan wakalah wal
murabahah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes, dan dari segi

penanganan pembiayaan wakalah wal murabahah bermasalah pada Bank BTPN
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Syariah Cabang Tonjong Brebes dengan menggunakan teori yang menjadi acuan

dalam penelitian ini.

Bab V yaitu penutup yang berisi kessmpulan yang merupakan jawaban dari
pokok permasalahan dari analisis yang dilakukan terhadap penelitian ini sehingga
didapatkan hasil penelitian yang dimaksudkan sebaga tujuan dilakukannya
penelitian ini. Dalam bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pihak-
pihak yang terkait maupun bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan penelitian

ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian mengena penanganan pembiayaan wakalah wal murabahah
bermasalah pada Bank Tabungan Nasional (BTPN) Syariah Cabang Tonjong

Brebes, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan wakalah wal
murabahah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes adalah
akad yang dilakukan tidak sah, karena akad wakalah dan akad
murabahah dilakukan dalam satu waktu, sehingga barang yang menjadi
objek belum dimiliki oleh pihak bank. Pelaksanaan tanggung renteng
yang tidak perlu dilakukan oleh anggota sentra karena ketentuan tersebut
tidak muncul dalam akad pembiayaan. Tidak dilaksanakannya akad yang
sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan karena dalam paket masa
depan (PMD) hanya menerapkan 1(satu) akad yaitu wakalah wal
murabahah;

2. Kesesuaian proses penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank
BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes dengan PBI No: 10/18/PBI/2008
tentang Restrukturisas Pembiayaan bagi BUS dan UUS sebagaimana
diubah PBI No 13/09/PBI1/2011 adalah belum sesuai dengan ketentuan
tersebut, karena dalam pelaksanaannya pihak bank hanya sebatas

melakukan upaya pengembalian dana dengan 3 (tiga) tahapan yaitu

122
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tanggung renteng anggota, penelusuran lebih lanjut terhadap nasabah
kepada pihak keluarga dengan menyertakan surat peringatan, dan terakhir
setelah surat peringatan dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali maka
kewgjiban bank telah selesai dalam hal pengembalian dana yang telah
terpakai oleh pihak nasabah pembiayaan.

Tidak tercapainya restrukturisasi yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu berupa
penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka saran-saran yang digjukan yaitu:

1. Bagi pihak Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes

a. Agar memberlakuakan akad pembiayaan yang sesuai dengan
kondis yang dibutuhkan oleh nasabah;

b. Menyediakan SDM yang berkompeten pada bidang perbankan
syariah, sehingga dapat menentukan pilihan akad yang sesuai pada
nasabah;

c. Mengadakan pelatihan kepada masyarakat guna  untuk
mengenalkan makna dari perbankan syariah serta produk-produk

dalam bank syariah baik dalam pendanaan ataupun pembiayaan;
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2. Bagi pihak nasabah

a. Agar lebih memahami makna dari setiap akad pembiayaan pada
bank syariah, sehingga tidak akan salah dalam pengambil
keputusan untuk melakukan pembiayaan;

b. Bersungguh-sungguh dalam menjaankan usahanya, sehingga tidak
akan mengalami kerugian;

c. Menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab dan selau
mengingat kepada Allah SWT, sehingga tidak akan melakukan
pelanggaran dalam pembiayaan.

3. Bagi pendliti selanjutnya
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan atau
pengembangkan penelitian ini. Hendaknya mengungkapkan akad yang
lebih sesua pada pembiayaan tersebut, dan lebih memperbanyak

reverensi guna menyempurnakan penelitian.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I

: TARJAMAH

NO

Hal

Footnote

Tarjamah

34

49

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka
saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah
salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah
kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada
(di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain
lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya
kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di
antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang
perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan
yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan
itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut
dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada

seseorang pun

34

50

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal

41

65

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu

41

66

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba

32-
33

47

Wakalah adalah penggantian oleh seseorang terhadap
orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan
tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan

penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah




kematian.

(menurut Malikiyah)

Wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang
lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang
dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang
yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak
tasarruf.

(menurut Hanafiyah)

Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang
lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan
sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada
masa hidupnya.

(menurut Syafi’iyah)

Wakalah adalah penggantian oleh seseorang yang
dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang
sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam
perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa
hak Allah maupun hak manusia.

(menurut Hanabilah)




LAMPIRAN 11 : PBI No 13/09/PB1/2011

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 13/9/PBI/2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/18/PB1/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi
risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan;

b. bahwa untuk menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya
yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan
terhadap nasabah;

c. bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian
yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di
Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu mengubah ketentuan
mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan

Unit ...
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Unit Usaha Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/18/PB1/2008
TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK
SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal ...
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank
Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4896) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya
terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah
Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut
BPRS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan ...
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memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah.

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit

syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;

b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam dan istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
gardh; dan

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multijasa,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan

pihak ...
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pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan

Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan
jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka
waktunya;

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan
sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa
menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus
dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

1) perubahan jadwal pembayaran;

2) perubahan jumlah angsuran;

3) perubahan jangka waktu;

4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah
atau musyarakah;

5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan
mudharabah atau musyarakah; dan/atau

6) pemberian potongan.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan
persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;

2) konversi ...
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2) konversi akad Pembiayaan;

3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga
syariah berjangka waktu menengah; dan/atau

4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal
sementara pada perusahaan nasabah,

yang dapat disertai dengan rescheduling atau

reconditioning.

8. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah
surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim
diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal
berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun
dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

9. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS
atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau
konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan
nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana
dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

2. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam
penjelasan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, serta
penjelasan Pasal 5 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam

penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk

nasabah ...
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nasabah yang memenuhi Kriteria sebagai berikut:

a. nasabah mengalami penurunan kemampuan
pembayaran; dan

b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu
memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat

dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai

berikut:

a. nasabah mengalami penurunan kemampuan
pembayaran; dan

b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari
nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah
restrukturisasi.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan

analisis dan  bukti-bukti yang memadai serta

didokumentasikan dengan baik.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

1)

()

Pasal 6
Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar
atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1
(satu) kali.

Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana

dimaksud ...
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dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk

restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning)
dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan
proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau

musyarakah.

4. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagaimana

tercantum dalam penjelasan, dan di antara ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ketentuan

Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

1)

Pasal 10

Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating

Procedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

(1a) Kebijakan dan Standard Operating Procedure sebagaimana

()

(3)

(4)

dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah
maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan
yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
Kebijakan  Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan
disetujui oleh Direksi.

Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib

diawasi ...
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diawasi secara aktif oleh Komisaris.

KebijakandanStandardOperatingProcedure

Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank

Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga

Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

1)

(2)

Pasal 11

Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi

ditetapkan sebagai berikut:

a.

paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang
sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan
atau Macet;

tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum
dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam

Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.

Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat:

a.

menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan
selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran
pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara
berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi

Pembiayaan; atau

b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum

dilakukan ...
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dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi
lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria
dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi
Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi
Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan
dokumentasi yang memadai;
Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau
margin/bagi hasil/fee/ujran kurang dari 1 (satu) bulan,
peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling
cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan
Restrukturisasi Pembiayaan;

Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1)

()

Pasal 12

Kualitas Pembiayaan ditetapkan paling tinggi Kurang
Lancar untuk restrukturisasi lebih dari 1 (satu) kali atas
Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian
Khusus.

Kualitas Pembiayaan ditetapkan Macet sampai dengan
Pembiayaan lunas untuk restrukturisasi atas Pembiayaan
dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang

dilakukan dengan melebihi batas maksimal yang ditetapkan

Bank ...
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Bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1a).

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu
Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A
Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang
berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi
Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

8. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum

dalam Penjelasan.

9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 20 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A
(1) Laporan  Restrukturisasi  Pembiayaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 wajib disampaikan secara on-
line kepada Bank Indonesia.

(2) KewajibanpenyampaianlaporanRestrukturisasi

Pembiayaan ...
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Pembiayaan secara on-line sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan terhadap:

a. BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum
tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak
memungkinkan  untuk  menyampaikan  Laporan
Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line;

b. BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling
lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan
operasional; atau

c. BPRS yang mengalami gangguan teknis.

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)

(5)

berlaku bagi BPRS apabila Bank Indonesia telah
menerima pemberitahuan tertulis dari BPRS tersebut.
BPRS vyang tidak dapat menyampaikan laporan
Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), atau tidak menyampaikan Laporan
Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib
menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara
off-line.
Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada sistem
database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia
maka:
a. bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan
Restrukturisasi Pembiayaan, wajib menyampaikan
laporan dimaksud secara off-line; atau

b. bagi ..
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b. bagi BPRS yang telah menyampaikan laporan
Restrukturisasi Pembiayaan, menyampaikan ulang
laporan Restrukturisasi Pembiayaan tersebut apabila

diminta oleh Bank Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

1)

(2)

(3)

Pasal 22
BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa
denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar
Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi berupa
denda uang sebesar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah).
BPRS yang menyampaikan laporan Restrukturisasi
Pembiayaan secara off-line namun tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat
(2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar
sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara

off-line dimaksud.

11. Ketentuan ...
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11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Restrukturisasi Pembiayaan yang telah dilakukan Bank sebelum

berlakunya ketentuan ini tidak dihitung sebagai Restrukturisasi

Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal

10 ayat (1a) Peraturan Bank Indonesia ini.

12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :

1)

)

Pasal 25 A

Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara
on-line sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 A ayat (1),
mulai diberlakukan untuk pelaporan bulan Mei 2011 yang
disampaikan pada bulan Juni 2011.

Selama masa transisi dari sejak diberlakukannya Peraturan
Bank Indonesia ini sampai dengan diberlakukannya
penyampaian secara on-line sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), BPRS menyampaikan laporan Restrukturisasi
Pembiayaan kepada Bank Indonesia secara off-line dan on-

line.

Pasal ...
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Pasal Il

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2011
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 19
DPbS
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PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/9/PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
10/18/PBI1/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

UMUM

Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas
Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber
utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi
usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas

Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi.

Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar
namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk
membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada
Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip

kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan.

Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri
perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan
mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penyempurnaan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

industri ...
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industri akan mendukung pengembangan industri perbankan syariah secara

optimal.

Il. PASAL DEMI
PASAL Pasal |

Angka 1 Pasal

1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara
lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang
menunjukkan perbaikan Kkinerja perusahaan, adanya
kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya

sumber pembayaran lain yang jelas.
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Angka 3
Pasal 6
Ayat (1)
Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah
apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap
Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat
dilakukan restrukturisasi kembali atas Pembiayaan
tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian
Khusus, atau sebaliknya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 10
Ayat (1)

Kebijakan dan  Standard Operating  Procedure
Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari
kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Penyusunan Standard Operating Procedure
Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek
pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif

dengan Dewan Pengawas Syariah.
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Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengkinian Standard Operating Procedure
Restrukturisasi Pembiayaan terkait aspek pemenuhan
prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan
Dewan Pengawas Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Angka 5

Pasal 11

Pokok-pokok yang diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia antara lain satuan kerja atau petugas khusus
Restrukturisasi Pembiayaan, limit wewenang memutus
Restrukturisasi Pembiayaan, dan sistem informasi

manajemen Restrukturisasi Pembiayaan.

Cukup jelas.

Angka ...
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Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 12 A
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 15
Ayat (3)
Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah
perpanjangan atas Pembiayaan mudharabah atau
musyarakah yang memenuhi kualitas Lancar dan telah
jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami
penurunan kemampuan membayar.
Angka 9
Pasal 20 A
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah
gangguan yang menyebabkan BPRS tidak dapat
menyampaikan laporan secara on-line, antara lain
gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran
gedung dan/atau pemadaman listrik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 22
Cukup jelas.
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Angka 11
Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 25 A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Masa transisi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
kepada BPRS untuk mempersiapkan penyampaian laporan

secara on-line.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5198



LAMPIRAN 111 : LEMBAR PEMBACAAN AKAD PEMBIAYAAN PAKET
MASA DEPAN (PMD)

LRI 2 1T s 14 W e S g R ek . . -

Pembacaan Akad Pemblayaan Paket Masa Depan T
{NAMA MMS) ;

(wajib dibacakan-olefi Team Mobile Marketing Syariah pads saat pencairan pembiayaan)

al-hal yang harus diperhatikan sshelum melakukan penandatanganan Akad adalah : Q
\/

. Akad yang dimaksud adalah kesepakatan antara nasabah dan bank terkalt dengan pemblayaan
PMD sesual dengan prinsip syariah dan keterituan pembukaan rekening tabungan, yang isinya A
mefiputh: o
& Akad Murabahah ysitu skad pambiayaan dengan prinsip jual bell artinya ada barang yang (
dibeli oleh Bank dan dijual kepada nasabah. ‘
b, Akad Wakalah yaltu Bank dalam pembelian barang tersebut mewakilkan/ memberikan kuasa

kepada nasabah untuk membel barang dari pemasok/ penjual, | A
¢. Sysrat dan ketenfuan terkait dengan pembukaan rekening tabungan wadiah (fitipan dara -—
milik nasabah di Bank). ’ / %

3. Sesual aked, Pemblaysan harus digunakan untuk pembelian barang untuk usaha dan harus !
sesual dengan yang dilsi dalam AP3IR, tid, i !
a. Pembellan barang konsumtif (furnitur, TV, kulkas, dil) 5 ! o
b, Usaha yarg bermentangan dengan syariab Islam sepertl : memberikan pinjaman kepada - : )
orang ain {rentenir), jual bell minuman keras, Jual bell daging babi, dil.

— { Karena tyuan pembiaysan adalah untuk pembellan barang untuk keperluan usaha, maka .
- nantinya akan dimintakan bukti pembelian barang/ kwitansl pembelian dari penjual barang- 1 EQ :
barang tersebut. Apabila tidak ada kwitans! bukli pembelian, maka nasabah wajib membuat g Sn’

Surat Pernyataan pembellan barang. Weoo

1. Jangka waktu pembiayaan adalah 1 (satu) tahun atau 26 (Dua puluh Enam) kali angsuran,
dimana Nasabeh dibebaskan pembayaran 1 kali angsuran pada waktu lebaran, jadl Nasabah
hanya mengangsur sebanyak 25 kali. '

S, Jumiah Pemblayaan dan angsuran yang harus dibayar adalah *}:

’1?/ ' Angsurén.

R T I
wmav ';*"4‘“ jwﬁﬁ i IR P sebiap 2 minggls
Ro.1500.000 |  Rp.450.000 Rp. 1.950.000 Rp. 78.000,-
Rp. 2.000.000,- Rp.600.000 | Rp. 2600000 Rp. 104.000,-
RP. 3,000,000, Rp. 900000 | Rp.3.500.000 Rp. 156000, |t 21s
) Yar) fiseouthan seser pembiayaan yang dbedkan kepada asateh V77

5. Selama Nasabah masih memitiki kewajlban kepada Bank, Nasabah wajib memiliki tabungan di
hank sebiesar 10% (sepuluR) persen dari jumiah pembiayaan.

“~=hah member kuasa kepada Bank untuk mendebet/menggunakan tabungan nasabah di
Intuk pembayaran angsuran.
semiklan akad atau kesepakatan ini disampalkan, dan selanjutnya kami

sampaikan sejumlah dana pembiayaan untuk pembellan barang bagl keperluan
usaha nasabah

wabah menjawab
Saya terima pembiayaan dari BTPN ‘Syariah untuk pembelian barang usaha dan
saya sepakat serta akan mematuhi kou__gman pada Akad yang saya tandatangani.

fl




LAMPIRAN IV : BROSUR PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD)

syariah : _
OUPIL er pasi v

£ SRS S SUTC OV iy | A ¢ f) { NS
:

 TANPA JAMINAN

L PR Rk e S T ':‘.“n;r
2

| N Ketentuan:
Wanita usia |18-59
tahun
‘Mau berusaha dan
kerja keras :
Disiplin bertemus rutin
dalam satu sentra
‘ Kerjasama saling
| bantu sesama anggota
kelompok




LAMPIRAN V : DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN
MMS TONJONG

Sheet1
DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN SYARIAH MMS TONJONG b Mﬂ

PMD 2
Tenor 1 Tahun Tenor 2 Tahun i
Plafond: Angsuran Plafond | Angsuran l
11.000.000 | 572.000 | 11.000.000 | 352.000 A

12.000.000 | 624.000 | 12.000.000 |  384.000
13.000.000 | 676.000 | 13.000.000 | 416.000
14.000.000 | 728.000 | 14.000.000 | 448.000
| 15.000000 | 780.000 | 15.000.000 | 480.000
- 16.000.000 | 832.000 | 16.000.000 | 512,000

17.000.000 | 884.000 | 17.000.000 | 544,000

18.000.000 | 936.000 | 18.000.000 | 576.000

19.000.000 | 988.000 ‘| 19.000.000 | 608.000
20.000.000 | 1.040.000 | 20.000.000 | 640.000
| 21.000.000 | 1.092.000 | 21.000.000 | 672.000
22.000.000 | 1.144.000 | 22.000.000 | 704.000
23.000.000 | 1.196.000 | 23.000.000 | 736.000
24.000.000 | 1.248.000 | 24.000.000 | 768.000
25.000.000 | 1.300.000 | 25.000.000 | 800.000
26.000.000 | 1.352.000 | 26.000.000 | 832.000
~{. 27.000.000 | 1.404.000 | 27.000.000 | -864.000
28.000.000 | 1.456.000 | 28.000.000 | 896.000 |
29.000.000 | 1.508.000 | 20.000000 | ©28000 |
30,000.000 | 1.560.000 | 30.000.000 | 960.000 | :

e

e

e

"Semnn“guf‘ Ibu-Ibu nasabah, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik

Page 1
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|

Sheet1
|
DﬁiFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN SYARIAH MMS TONJONG l rﬁ“ﬁ

P e

S

R T e
L___PMD Siklus 3 dan Seterusn Seterusnya l
| __Tenor 1 Tahun j_ Tenor 1,5 Tahun

|___P£ond—[ Angsuran ' plafond | Angsuran
2,000,000 104.000

3000000 | 156.000
4.000.000 | 208000 _| 4000000 | 156000

_|‘ 5000000 | 195.000

50000 000 | 260.000
| 6.000.000 | 312.000 6.000.000 | 234000

7000 000 l 364.000 7,000,000 | 273.000

|
i
.
l 'soooo 416000 | 8000000 | 312000
[}

B -

. - » A

P

|
|
! { l»soooooo 0000 | 488000 | 9000000 51,000
' - 10000000 | 520000 | 10.000000 90,000 \
¢
. *Sgmangat Tou-Ibu nasabah, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik

£
H

[
DAFTAR PLAFOND DAN ANGSURAN BTPN SYARIAH MMS TONJONG ]

i ‘

|_ PMD Siklus 3 dan Seterusnya
___ PmDSiKus ST T

Tenor 1,6 Tahun

Tenor 1 Tahun ‘l’—
Plafond '

| "' plafond | Angsuran Angsuran
. 2,000000 J&ﬂ 2000000 | 78:
rs.ooofolo._ 196000 | 300000 | 117.000
mﬁgo_‘ 208000 _| 4000000 | 156000
'_5__.999@ 260000 | 5000000
B%&@Llﬁmv
l_veoo_.ooo_r_sa_.-oouw
| 8000000 | 416000 8.000.000
}_9.0;0«1000-' 468,000, '_9000 000 | 351000 |

E oo | 10.000000 | 520000 10000000 | 350000

I

I —p—

-

S

oo

i Semangat Tbu-Ibu nasabeh, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik

Page1
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LAMPIRAN VIII

Kepada

Tembusan

Dari
B Perihal

MEMORANDUM
M. De/BSHR -P/ {201

MMS, PM, BC

Sales Distribution Head

Quality Assurance

Financing Approval (dahulu CPC) } :
Financing Officer, Team Leadér FO, FO Head
Operations Development

Risk Management Head

Compliance Head

FAnandng Risk

Pemberlakuan  Revisi Peraturan  Pelaksanaan
Pemblayaan (P4) Paket Masa Depan {(PMD) Versi 3.0

: PEMBERLAKUAN REVISI PERATURAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN (P4)
PAKET MASA DEPAN (PMD) VERSI 3.0

Pemberlan

MOHON DISAMPAIKAN KEPADA PETUGAS TERKAIT

DI BAWAH KOORDINASI ANDA

Dengan Ini kami sampaikan Peraturan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan (P4) Paket Masa
Depan (PMD) versi revisi ketiga (P4PMD versi 3.0).

vérsl revisi inl mencakup penyesualan-penyesualan ketentuan dan proses pada pembiayaan
Paket Masa Depan yang dilakukan sepanjang tahun 2015, Dengan adanya versi revisi inl, maka
SOP P4PMD versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terlamplr garls besar perubahan yang diberakukan dalam P4PMD versi 3.0. Untuk dapat
mengetahul ketentuan lengkap setelah perubahan, diharapkan untuk dapat mempelajart SOP
P4PMD ini dengan seksama.

Perubzhan dan penyesuaian ketentuan dalam P4PMD versi 3.0 ini berlaku sejak tanggal 1
Februarl 2016.

Policy Head

Halaman 1 dari 1



Lampiran Memorandum nomor M. 092/BSFR-P /4 {204

Garls Besar Perubahan & Penyesualan Ketentuan pada PAPMD versi 3.0

No Ketentuan Sebelum Perubahan Ketentuan Setelah Perubahan
1. |Babl ¥ Bab I
1.2 Persyaratan Pembiayaan 11.2 Persyaratan Pembiayaan

Tidak terdspat ketentuan penggunaan Telah distur ketentuan penggunaan ss:ra?
Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen ‘Pernyataan Kelengkapan Dokumen Suam
Suami apabila Nasabah tidak: 3K | apabila’ Nasabah tidak dapet/tidak bersedia
sedia menyerahkan dokumen Identitas | menyerahkan dokumen Idantitas suami,

i Hal Inl ditujukan untuk membantu tim MMS |
dalam mencegah terjadinya perselishan |
mengenai klaim Asuransi santunan  suami

Sua

dengan Nasabah di kemudian harl,
2| BB T Bab1
1.2 Persyaratan Pembiayaan 1.2 Persyaratan Pembizyaan

Telah  clatur  penegasan  ketentuan
penggunaan resi KTP bagi Nasabah yang
tahap | KTPnya masih dalam tahap

‘pembuatan/perpanfangan.
3. BabI
1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan
Tidak dipisahkan antara  ketentuan Dipisahkan  antara  proses
pemberian pembiayaan bagl Nasabah bary pemblayaan kepada Nasabah baru yang
yang disertal dengan pembentukan sentra.| melaluyl pembentukan sentra, dan yang
banj, dengan Nasabeh baru yang | melalul penggemukan sentra,
| bergabung melalui penggemukan sentra. |
4. |Babl BabT
I 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan 1.3 Prosedur Pemberian Pamblayaan
Ditentukan  jumlah maksimum Nasabah | Jumiah maksioium Nasaban dalam grup, dan
dalam grup, dan jumlah maksimum grup | Jumlah maksimum grup dalam sentra fidak
dalam sentra, ditentukan, dan merupakan kewenangan tim
‘MMS untuk menentukannyz di lapangen,
sesual  dengan kondisl Nasabash dan
komunitas Nasabah,
5. |BabI Bab1
1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan 1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan

1.6 Akad Pemblayaan dan Surat Kuasa 1.6 Akad Pembiayaan dan Surat Kuasa
B2lum ada penegasan ketentuan bahwa Terdapat  penegasan  ketentuan yarg

Akad Wakalah (yang terdapat pada AP3R menyatakan bafwa penandatangan” Akad
halaman 1) dan Akad Murzbahah (yang | Wakalah dan  Akad Muabahah  wajlb
tercapat pada AP3R halaman 2) merupakan | dilakukan secara terpisah (tidek pada hari

dua Akad yang wajib ditandatangani secara | yang samay).
terpisah. :




Lampiran Memorangum namor M, 062 /BSFR- P/ 1 [ 206

Bab I1
2.1 Fasilitas Pembiayasn PMD

| Belum terdapat penegasan bahwa dalam

sati) fasilitas PMD tidak boleh terdapat 2

Bab Tl ——
2.1 Fasllitas Pembiayaan PMD

Telah diatur dalami ketentuan bahwa dalam -
satu fasilitas PMD  tidak beleh terdapat 2

Belum terdapat penegasan ketentusn
pefunasan pembiayaan bagl Nasabah yang:

fasiltas:  Top Yo yang  berjalaan | fasilitas Tap Ypyang berjalaan bersamaan..
bersamaan. e 3 .
L ;

7. |Babm & Bab I
2.1 Fasiltas Pembiayaan PMD 2.1 Fasilitas Pemblayaan PMD
Belum terdapat ketentuan mengenal PMD | Telah  distur  ketertuan mengenai  PMD |

| Peningkatan Modal Kerja Lanjutan. Peningkatan Modal Kerja Lanjutan. -
18, [BabIil Bab 11

3.1 Manitoring Usaha | 3.1 Manitoring Usaha
Belum terdapat penegasan ketentuan | Telah diatif pénegasan ketentuan mengensi
mengenai panginputan data survey MU ke | penginputan data survey MU ke dalam sistem
dalam sistem dan tindak lanjut terhadap | dan tindak farifut terhadap Nasabah yang
Nasabah yang belum menggunakan uang | belum menggunakan uang pembiayaan
pemblayaan sesual ketentuan, sesual ketenbuan,

8 |Bab1il Bab 1T Z
3.2 Surprise Visit(SV) 3.2 Surprise Visit (SV)
Belum terdapat ketentuan mengenal | Telah diatur ketentuan mengenai kelompok
kelompok Nasabah yang diprioritasikan | Nacabah yang diprioritaskan untuk dilakukan
untuk dilakukan surprise visit - surprise visit

10, [BabV : Bab Vv
5.1 Penyimpangan/ Deviasi 5.1 Penyimpangan/Deviasi

Telah distur penegasan ketentuan pelunasan
pembiayaan bagi Nasabah yang disetujus

disetujul  untuk  mendapatkan  deviasi | untuk mendapatkan deviasi percepatan siklus
percepatan siklus lanjutan. lanjutan,
1L [BabV T TEabv

5.2 larangan Pembiayaan pada
Usaha Tertentu

Tim MMS  dianjurkan unbsk  tidak
memberikan pemblayaan kepada Nasabah
yang tergolong dalam High Risk Customer
(HRC) atau memiliki
{HRB).

Jenis

5.2 larangan Pemblayaan pada lenls Usaha
Tertentu

Tim MMS diperkenankan untuk memberikan
pemblayaan kepada Nasabah yang tergolong
dalam High Risk Customer (HRC) atau
memiliki High Risk Business (HRB) dengan

dari pejabat pemutus setingkat

persetujuan
dlmW(ﬂdataugi:).




LAMPIRAN IX : PENEGASAN KEMBALI PEMBERIAN
PEMBIAYAAN BAGI NASABAH BANGKRUT DAN

| DROP OFF (DO)
& A SRE MY ) VW ) prln ) I 9 YT B M ()
A _

MEMORANDUM
M. 034 /BSBR-P/V/2016
Kepada : Seluruh team MMS dan PM
Financing Approval (dahulu CPC)
Admin TUR
Dari :  Business Risk

Tembusan : Business Coach (BC) dan Senior Business Coach (SBC)
' TUR Sales & Distributicn Head
Business Development & Support Head
Quality Assurance
Perihal :  Penegasan Kembali Pemberian Pembiayaan bagi Nasabah Bangkrut dan
Drop OFF(DO) 2

Latar Belakang

G Sebagal bentuk dukungan terhadap team MMS di lapangan dalam melakukan akuisisi
kembali terhadap Nasabah yang usahanya bangkrut danfatau drop off (DO), kami tegaskan
4 kemball ketentuan pemberian pembiayaan bagi Nasabah sebagaimana telah diatur dalam

SOP P4PMD dengan kondisi-kondisi tertentu dibawah ini.

Ketentuan
1. Berikut adalah tata cara penanganan Nasabah bangkrut dan DO sesual dengan kondi

pembiayaan masing-masing: —

Kondisi Nasabah 5 P Keterangan

* Usaha Nasabah bangkrut Dapat melanjutkan pembiayaan siklus -
lanjutan dengan kriteria:

Pembiayaan terakhir/sebelumnya .
sudah selesal dan lunas,

Nasabah mau berusaha kemball
- Nasabah wajib diberikan PDKL

|- plafond pembiayaan lanjutan
maksimum sebesar Rp 2.000,000,-

¢ Usaha Nasabah bangkrut, | Dapat melanjutkan pembiayaan siklus Salinan/fotokopi for |
dan Ianjutan dengan kriterla: m deviasi yang telah
ditandatangani oleh

* Pernah menunggak - Pembiayaan terakhir/sebelumnya gl
dan/atau over tenor telah selesai dan dilunasi tanpa :::;ﬁ?:.;.ﬂ:?::&
pembiayaan. diskon margin sebelum pengajuan di-register dalam

SHAP— pembiayaan dashboard deviasi,

N"”' oz A _g:;, :’e 2 o i Nasabah mau berusaha kembali

'osabah j mpo po A Form deviasi yan

tanggal 5 April 2016, namun |- Nasabah wajib diberikan PDKL telah di-reg ‘sry:r 8

karena bangkrut, Nasqbah - Plafond pembiayaan lanjutan dilampirkan

baru mompu .r.nelunosv maksimum sebesar &p 2.000.000,- bersama dokumen

seluruh kewajibannya pada pembiayaan yang

Pengajuan dilakukan menggunakan

tonggal 3 Mei 2016, tonpa
form deviasi D02/D03 (tata cara

diskon margin. Pade soat

dikirimkan ke CPC,

, Halaman 1 dari 2

.



Murneeandum nomor M, 03 (BSBR-#/V/2016

pelunosan tersebut, Nosaboh pengisian terlampir) dengan kode D07 merupakan
enaajukon pembiay deviasi "DO7" {deviasi Nasabah kode deviasl baru
lonjutan. bangkrut pernah menungzak) yang dicantumkan
. Disetulul Busi pada sistem
{8C) ama o Grch dashboord Admin
TUR bersamaan
dengan persetujuan
memorandum Ini.
« Nasabah Drop Off/DO Dapat mengajukan pembiayaan Siklus Persetujuan dan
{tidak langsung lanjutan dengan kriteria: pengzjuan deviasi
melanjutkan siklus - Pemblayaan terakhir/sebelumnya rr;;nghln;:ﬂ:kukan
pemblayaan), sudah selesal dan lunas. sebagamstn
. ketentuan yang
dan - Nasabah wajib diberikan PDKL berlaku saatini,

* Kategorl Nasabah terakfllr - Plafond maksimum adalah sama
adalah D karena mangkir > dengan plafond pembiayaan
10x, terakhir/sebelumnya

* Tidak menggunakan Uang Pengajuan dilakukan menggunakan
solidaritas pada form deviasi sebagaimana
pembiayaan ' pengajuan deviasi lainnya dengan
terakhir/sebelumnya, kode deviasi “D02" [deviasi

mangkir}

Contoh Nasabah:

Nasoboh selesai dan lutios
pembiayoannye pado tanggal
3 Mei 2016, don ingin
melanjutkan kembali
pembioyannyc pade tanggal
12 juli 2016. Saat pelunasan,
kotegori Nasabah adalah D
kareno mangkir 11 kalj,
namun tidak pernah
menggunakan uang
solidaritas.

2. Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam memorandum ini terkait akuisisi Nasabah
bangkrut dan DO tetap mengacu kepada SOP P4PMD dan ketentuan pendukungnya
yang berlaku.

Demikian kaml sampaikan.
Jakarta, 16,Mei 2016.

, o
Evi Sulistyowati

Policy — Business Risk

Halzman 2 darl 2



LAMPIRAN

X : SURAT BIMBINGAN

KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamar: fl. Marsda led[.:n. Telp. {0274) 512840 Fax (0274) S45614
a

KARTU BIMBINGAN TESIS
Nama Mahasiswa : ITA DWI LESTARI
NIM 1520310003
Semester Y
Konsentrasi : Hukum Bisnis syariah
Prodi :limu Hukum
Pembimbing | : Dr. H. Fuad, MA
Pembimbing Il : Dr. Sri Wahyuni, MAg., M.Hum
Judul PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES
JAWA-TENGAH
':‘No Tanggal | Konsultasi Materi Bimbingan Paraf
S rlff
v 3/ fasin - kopsat  Teis |
13 0/ifasn | g1 | ba 1 .
3 934/ 07 | W Leyii %ab ) ,‘
. - (’
4 \islaloon | W oy D-w /k
s |L[3/27 v Tois Ray ¥ -V da
¢ (8] alsor | VI | Ba V- wiced y/
7 shalaen | VM| Rwis Bab V- Boink
Y1 /3/ 207 Vil | Acc ®ab 1,0, .V, don Abdak |

Yogyakarta, 27/03/ 2017
Mengetahui,

Dr. H. Fuad, MA.
NIP: 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Yogyakarta 55281

Nama Mahasiswa
NIM

Semester
Konsentrasi

Prodi '
Pembimbing I
Pembimbing II
Judul

KARTU BIMBINGAN TESIS

: ITA DWI LESTARI
: 1520310003

(v
: Hukum Bisnis syariah
:Iimu Hukum

: Dr. Fuad Zein, MA

: Dr. Sri Wahyuni
(PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURABAHAH
BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat: JI. Marsda Adisucipto, Telp, {0274) 512840 Fax (0274) 545614

JAWA-TENGAH
No| Tanggal | Konsultasi ~Materi Bimbingan Paraf |
ke Pemnbimbing |
112/ [0 i | Yopsal Tesis ﬁ\
290 Jeotp | ¥ B V0 .
L5 6l fasr | 0 |88 Revi By 1.0 l
| | A - | k|
RN I (TR r Sé‘*
sk lalenr] y o |Rensi Ry w, v | &
b l}/ . / 2617 Ui T(m\g\jt(,(w; L, Baulisan Tesis = g
64 %/2/%(7_ Y AL Tois Sl\

Yogyakarta, 28/02/ 2017

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Sri WahyuniM.Ag.M.Hum.
NIP: 19770107 200604 2 002



LAMPIRAN XI

A. ldentitas Diri

Nama
Tempat/tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Status Perkawinan
Tinggi/Berat
Agama

Alamat Rumah
Nama Ayah
Nama lbu

Nomer HP
E-mail

: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

. Ita Dwi Lestari, S.H.1.
: Metro, 13 April 1989
: Perempuan

. Indonesia

: Belum Menikah

: 160/57

. Islam

: Ds Bumiharjo 39d, Kec Batanghari, Lampung-Timur
: H. Muajib
: Siti Umayah
: 082306282905
: itadwi_lestari@yahoo.co.id/itadwilestaril7@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Bumiharjo Lampung-Timur, tahun lulus 2001

2. MTs Darussalam Lampung-Selatan, tahun lulus 2004

3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 Ngawi, tahun lulus 2009
4. S1 Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, tahun lulus 2014

C. Pengalaman Organisasi
1. Muslimat NU Batanghari Lampung Timur

D. Minat Keilmuan
1. Hukum

2. Bisnis Syariah
3. Matematika

E. Karya llmiyah

Penelitian:

Praktik Denda bagi Pihak Penggadai Sawah oleh Penerima Gadai
Perspektif ‘Urf di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten
Lampung-Timur.

Yogyakarta, 31 Maret 2017

s

Ita Dwi Lestari
1520310003
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